
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
NOMOR 18 TAHUN 2004 

 
TENTANG 

 
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN 

BERBASIS MASYARAKAT 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 
 

  
Menimbang : a.  bahwa sumber daya alam dan lingkungan merupakan anugerah Tuhan 

Yang Maha Esa kepada rakyat untuk dimanfaatkan tanpa merusak fungsi 
lingkungan hidup itu sendiri sehingga ia perlu dikendalikan agar tetap 
lestari. 

b.  bahwa hak setiap orang baik generasi sekarang maupun generasi 
mendatang untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan yang 
baik dan sehat untuk kesejahteraannya; 

c.   bahwa sumber daya alam dan lingkungan di Kabupaten Lampung barat 
saat ini telah mengalami kerusakan yang cukup serius baik dari segi 
ekologi, tatanan social, dan budaya yang mengakibatkan kerugian 
ekonomi, konflik social serta kemiskinan sehingga perlu dikelola secara 
adil dan lestari serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. 

d.  bahwa sesuai tuntutan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam 
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dengan tetap menghargai, 
mangakui, dan melindungi budaya dan tradisi local masyarakat serta 
kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berdasarkan 
kewenangan daerah otonom dalam mengatur dan mengurus sumber daya 
alam dan lingkungan di daerah. 

e.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ditentukan huruf a, huruf 
b, dan huruf d serta untuk pemeliharaan, pemulihan, pengendalian, 
pengawasan, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan agar tidak 
semakin memperparah kerusakannya sebagaimana disebutkan dalam 
huruf c perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber 
Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kabupaten 
Lampung Barat. 

  
  

Mengingat : 1.     Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar 
pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2034); 

2.     Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygene Untuk 
Usaha-Usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor  48, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2475); 

3.     Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 
1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824); 

4.     Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan 
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Pokok Pertambangan (Lem-baran Negara Tahun 1967 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831); 

5.     Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran 
Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3046); 

6.     Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3209); 

7.     Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara (Lembaran Negara Tahun 
1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234); 

8.     Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 
(Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3274); 

9.     Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran 
Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3299); 

10.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 

11.  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan 
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3427); 

12.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara 
Tahun 1991 Nomor  64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452); 

13.   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya 
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3470); 

14.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya 
Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3478); 

15.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, 
Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482); 

16.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok 
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3495); 

17.   Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3501); 

18.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3687); 

19.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 

20.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3839); 
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21.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 

22.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3851); 

23.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872); 

24.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874); 

25.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3886); 

26.   Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 767, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3888); 

27.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Perencanaan 
Nasional (Lembaran Nega-ra Tahun 2000 Nomor 206); 

28.  Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1018); 

29.   Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan 
Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2945); 

30.   Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi 
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3226); 

31.   Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan 
Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3294); 

32.   Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian 
Pencemaran Air (Lembar-an Negara Tahun 1990 Nomor 34, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409); 

33.   Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai 
(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3445); 

34.   Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa 
Buru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3544); 

35.   Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan 
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 
1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551); 

36.   Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak 
dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat 
dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660); 
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37.   Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721; 

38.   Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber 
Daya Hutan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3759); 

39.   Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan 
Sebagian Urusan Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769); 

40.   Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka 
Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 
132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776); 

41.   Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan 
Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3802); 

42.   Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan 
Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802); 

43.   Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 

44.   Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil 
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3802); 

45.   Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3952); 

46.    Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga 
Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di 
Luar pengadilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 113 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982); 

47.   Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian 
Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4068); 

48.   Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pengendalian 
Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan 
dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Tahun 
2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076); 

49.   Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4138); 

50.   Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4139); 

51.   Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum 
Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 
142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155); 
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52.   Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan 
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan 
Penggunaan Kawasan Hutan; 

53.   Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2003 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati, 
Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dan Pemerintah Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Barat Nomor 02 Seri D); 

54.   Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2003 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Barat Nomor 03 Seri D); 

55.   Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2003 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2003 Nomor 04 
Seri D); 

56.   Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2003 
tentang Pola Dasar (Poldas) Pembangunan Daerah Kabupaten 
Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 
2004 Nomor 05 Seri E); 

57.   Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2004 
tentang Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Lampung Barat Tahun 
2003-2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2004 
Nomor 06 Seri E); 

58.   Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2004 
tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2004 Nomor 12 
Seri E). 

 
Dengan Persetujuan 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

 
MEMUTUSKAN: 

  
Menetapkan     :   PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN 
LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT 

  
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan batas-batas administrasi; 
2.     Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain 

sebagai Badan eksekutif Daerah; 
3.     Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat selanjutnya disebut 

DPRD adalah Badan Legislatif Daerah; 
4.     Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati; 
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